WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR /¢ TAHUN 2020
TENTANG

TIM PEMBAHAS DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN

Menimbang

Mengingat

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Kepala

Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu
dilaksanakan penyusunan beberapa dokumen hasil
penelitian lingkungan Hidup di Kota Banjarmasin,
salah satunya adalah Dokumen Rencana Perlindungan
dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup Kota
Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Tim Pembahas Dokumen
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kota Banjarmasin;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);



10,
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12,

13.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96,Tamabahan
Lembaran Negara Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomorl83, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
PengendalianPencemaran Udara (lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan  Kualitas Air dan  pengendalian
Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
(Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74,
Tambahan lembaran NegaraNomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 56, Tambahan Ilembaran Negara Nomor
5217);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis
Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial
Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban
Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

: Tim Pembahas Dokumen Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan penelitian Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin;

b. melaksanakan kerjasama penelitian Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin; dan

c. melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap
rencana, pelaksanaan dan dokumen hasil kegiatan
penelitian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjamasin Tahun Anggaran 2020
pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal € Januari 20zC
WALIKOTA BANJARMASIN,

\_ln_\ ;

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR (¢ TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBAHAS DOKUMEN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BANJARMASIN

TIM PEMBAHAS DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

No Instansi/Jabatan Jabat%r} Dalan
im
1. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ketua
2. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Anggota
3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Anggota
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
4, : Anggota
Perikanan
5. | Dinas Kesehatan Anggota
6 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Anggota
" | Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
7. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Anggota
8. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Anggota
9. | Dinas Perhubungan Anggota
10. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Anggota
11 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Anggota
" | Kebakaran
12 Badan Perencanaan, Penelitian dan Anggota
" | Pengembangan Daerah
13. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggota
14. | Bagian Pembangunan Anggota
15. | Bagian Ekonomi Anggota
16. | Kabid Pengawasan DLH Anggota
17. | Kabid Pertamanan DLH Anggota
18. | Kabid Tata Lingkungan DLH Anggota
19. | Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Anggota
20. | Perusahaan Daerah Air Minum Anggota
21. | Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah Anggota
22. | Badan Pertanahan Negara Anggota
23. | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Anggota
24. | Badan Pusat Statistik Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,
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